KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

11, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5):

12, Peraturan Daerah Kabupaten Purworgjo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworgjo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1)

13. Peramuran Bupat Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tat Keja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor S1 Seri E Nomor 18)

14. Peraturan Bupati Purworgo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Penerbitan Bebermpa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Samu Pintu Kabupaten
Eum‘orjjf |Benita Daerah Kabupaten Purworegjo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E

omor +1}.

ggll;i‘l}a Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/289/BAP/VI/2020 Tanggal 02 Juni

MEMUTUSKAN

i&;nheri Izin Pendirian. Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

Nama TK PERTIWI KETIWIJAYAN

Jenis Pendidikan 1 Anak Usia Dini (Pra Sekolah)

Alamat : DesafKel. Ketiwijayan Rt.003 Rw.001 Kec.Bayan Kab,
Purworejo

Penyelenggara ¢ Sri Wahyuni, S.Pd

Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk

mentaati ketenruan sebagai berikut:

a Menyelenggaraikan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Yang diselenggarakannya,
sehingga dapar memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat

b. Mentaari peraturan perundangan yang berlaku

¢ Mengirimkan laperan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang
berlaku.

[zin Pendirian, nggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut

pada dikrum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama

lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak diperuhi dapat dikenakan sanksi

sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Purworejo
pada tanggal 08 Juni 2020
an. BUPAT]I PURWOREJO
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Tembusan , dikirim kepada Yth :
1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
2. Camat Bayan;

PEMERINTAH KABUPATEN PLRWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

J1. Proklamasi No. 2 Purwarejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : dinpmptsp@purworeiokab.go.ic.

Membaca

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.60/072/V1/2020

TENTANG
[ZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OI ZRASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUL)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL [ AN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendididikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor 421.1/18/2020 tanggal 04 Mei 2020 dari :

Nama : TK PERTIWI KETIW L AYAN
Pemimpin/Penyelenggara : Sri Wahyuni S.Pd
Alamat : Desa/Kel. Ketiwiiaya:. Rt.003 Rw.00: Kec.Bayan Kab.

Purworejo

a. bahwa dalam upava mencerdaskan kehidupzn bangsa dan untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di ::abupaten purworejo di perhukan
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (P# UDj:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima: a dimaksud pada huruf a. periu
ditetapkan Kepurusan Kepala Dinas Penanam: n Modal Dan Pelavanan Terpadu
Satu Pintu tentang [zin Pendiran, Peny:lenggaraan dan Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tents ag Pembemtukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Linglkumgan Propinsi Jawa Tangah: .

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesegjahteraar Amak {Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 1979 Nome: 32 Tambahan L=nbaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tenta:.g Perlindungan Anak (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2002 Nemor 109 Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4225):

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tem ing Sistem Perdidikan Nasional
{Lembaran Negara Republix Indonesia Tal n 2003 Nomcr T8 Tambahan
Lembaran Kegara Rebuplik Indonesia Nomor 4 301

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinmhan Daemah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sshagaimana telah diubah
beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undaig Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5579);

6, Peraturan Pemerintah Nomwor 17 Tahu: 2010 tentarng  Pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Nejara Republik indonesia Tahun
2010 Nomor 17, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturain Pemerintah Nomeor 66 Tahun
2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pevierintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11.. Tambahan Lembaran Negara
Nomer 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201% tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun ZJ05 tentang Standar Nasional
© Pendidikan (Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 2015 Nomor' 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone: a Nomor 56701

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ter tang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu {Lembaran Kegara Repub' ik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221);

9. Peraturan Meunteri Pendidlkan dan Kebudaya: n Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pen lidikan Anak Usia Dini (Berita
Negarn Republik ludonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal Repub ik Indonesia Nomor 137 Tahun

2014 Tontang Standar Pendidikan Anak Us a Dini (Berita Negara Republik
[ndonesin Tahun 2014 Xomor 16681:



